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BUPATI TULUNGAGUNG, Q
L 4

a. bahwa untuk melaksanakan ket Pasal 311 ayat (1)
Undang-Undang  Nomor n 2014 tentang

Pemerintah Nomor 12 un” 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah, B @ wajib mengajukan Rancangan
Peraturan Daerah% g Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daera A ) Tahun Anggaran 2023 kepada
Dewan Pe 1% Rakyat Daerah (DPRD) untuk
memperolelpe jlan bersama;

Pemerintahan Daerah da$ 1 104 ayat (1) Peraturan

b. bahW\a ngan Peraturan Daerah tentang Anggaran

1.

Pend a dan Belanja Daerah yang diajukan
almana dimaksud pada huruf a, merupakan
P dan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun

2Q23 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD
erta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah
disepakati bersama antara Pemerintah dengan DPRD pada
tanggal 16 Agustus 2023 ;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2024;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 90), sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
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. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2004 Nomor S5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, mbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44% 10

o

Undang-Undang  Nomor 12 Tahun 201 tang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ‘ mbaran
Negara Republik Indonesia Tahun @Nomor 28,
Tambahan Lembaran Negara Republi nesia Nomor
5234), sebagaimana telah diubah den ndang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 (Le egara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomo mbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia N

¢

7. Undang-Undang Noma Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah ( @ paran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomg Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesig 5 or 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali ir dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2015fte erubahan Kedua atas Undang-Undang

Nomor 2 hun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lemb gara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58 han Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

euangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan

t &ng—Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022

\ ! (a Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6757);

Q 9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Q Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000

Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4028);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);



11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

21.
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Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan
Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1
Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6177);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 201 tang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Nega\ publik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tamb@ eLembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Ta%f\o 17 tentang

Pembinaan dan Pengawasan Penyeleng Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republi onesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembara Republik Indonesia

Keuangan dan Administ impinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Republik

Nomor 6041);
Peraturan Pemerintah No QTahun 2023 tentang Hak
rg

Indonesia Tahun 20 847);

Peraturan Pemeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan KelLiafigang Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tah 19 Nomor 42);

Peraturan en Nomor 33 Tahun 2020 tentang standar
Harga S Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahx Nomor 57);
. Reraturdn Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012

ﬁg Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah
‘rita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

eraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang
Pengelompokan  Kemampuan  Keuangan  Daerah  serta
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operaional (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang

Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi
Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban
Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);



22.

23.

24.

25.

26.

27.
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang

Klasifikasi, @ Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan
Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanj aerah,
dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang aran
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Da& erita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor )
023 tentang
dan Belanja
ara Republik

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tak
Pedoman Penyusunan Anggaran Penda
Daerah Tahun Anggaran 2024 (Begrita
Indonesia Tahun 2023 Nomor ); ¢

Peraturan Daerah Kabupaten T g Nomor 6 Tahun

2020 tentang Pengelolaan ;e ngan Daerah (Lembaran

Daerah Kabupaten Tulungagu un 2020 Nomor 03 Seri E);

lungagung Nomor 8 Tahun
Dana Cadangan (Lembaran
g Tahun 2021 Nomor 5 Seri E);

Peraturan Daerah Kabup41

2021 tentang Pembe ka
Daerah Kabupaten Tult 3 gut

DenganfPetge an Bersama
DEWAN PE ILAN RAKYAT DAERAH
EN TULUNGAGUNG

dan
\QUPATI TULUNGAGUNG

L 2
6 MEMUTUSKAN:

Menetap% PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN

K

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.

2.
3.
4

DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung.

Bupati adalah Bupati Tulungagung.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulungagung, selanjutnya
disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Tulungagung.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD
adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulungagung.
Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah

nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
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7. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui
sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran
berkenaan.

8. Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali
dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran
berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.
APBD Tahun Anggaran 2024 berjumlah Rp.2.857.428.488.484,00 (d triliun
delapan ratus lima puluh tujuh miliar empat ratus dua puluh ’deﬁ
empat ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus delapan p

rupiah) terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pe@y%a daerah
dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah Rp. 2.627.428.488.484,00
2. Belanja Daerah Rp.%@2.428.488.484,00

Surplus / (Defisit) o) 15.000.000.000,00)
3. Pembiayaan Daerah : :

a. Penerimaan Rp. 230.000.000.004

b. Pengeluaran Rp. 15.000.000.000,08
Pembiayaan Netto m Rp. 215.000.000.000,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran W/ Rp. 0,00

Tahun Berkenaan

&2

Pendapatan Daerah &j kan sebesar Rp. 2.627.428.488.484,00 (dua triliun
luh

enam ratus dua g juh miliar empat ratus dua puluh delapan juta empat

ratus delapan p delapan ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah),
yang bersumbg
é daerah; dan
b. penda transfer.

Q Pasal 4

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a
direncanakan sebesar Rp. 580.520.795.608,00 (lima ratus delapan puluh
miliar lima ratus dua puluh juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu

a. pend, a

enam ratus delapan rupiah), yang terdiri atas:
a. pajak daerah;
b. retribusi daerah;
c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
(2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan
sebesar Rp. 131.397.000.000,00 (seratus tiga puluh satu miliar tiga ratus
sembilan puluh tujuh juta rupiah).
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(3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan
sebesar Rp. 17.253.471.500,00 (tujuh belas miliar dua ratus lima puluh tiga
juta empat ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah).

(4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 6.953.571.108,00
(enam miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh satu
ribu seratus delapan rupiah).

(5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 424.916.753.000,00 (empat ratus
dua puluh empat miliar sembilan ratus enam belas ribu tujuh ratus lima

Pasa]. 5 \

(1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam 3. huruf b
direncanakan sebesar Rp. 2.046.907.692.876,00 (dua @ empat puluh
enam miliar sembilan ratus tujuh juta enam ratus seffbilan puluh dua
ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah), yang @ ir1 atas:

a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
b. Pendapatan transfer antar daerah. Q
(2) Pendapatan transfer pemerintah pusat @mana dimaksud pada ayat
(1) huruf a direncanakan sebesar R %5.541.571.352,00 (satu triliun
ima ratus empat puluh satu

delapan ratus delapan puluh lim

juta lima ratus tujuh puluh sat a ratus lima puluh dua rupiah).
(3) Pendapatan transfer antar bagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b direncanakan s a 161.366.121.524,00 (seratus enam
puluh satu miliar ti at nam puluh enam juta seratus dua puluh
satu ribu lima ratu@ h empat rupiah).

\' Pasal 6

L 4

Anggaran B aerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar

Rp.2.842.428. 84,00 (dua triliun delapan ratus empat puluh dua miliar
empat r ua puluh delapan juta empat ratus delapan puluh delapan
ribu t¥atus delapan puluh empat rupiah), yang terdiri atas:

operasi;
b. nja modal;

c. belanja tidak terduga; dan
d. belanja transfer.

Pasal 7

(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a
direncanakan sebesar Rp. 2.102.726.863.972,00 (dua triliun seratus dua
miliar tujuh ratus dua puluh enam juta delapan ratus enam puluh tiga
ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah) yang terdiri atas:

a. belanja pegawai;
b. belanja barang dan jasa;



(3)

(4)

()

(3)

c. belanja hibah; dan

d. belanja bantuan sosial.

Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan
sebesar Rp. 1.306.737.697.709,00 (satu triliun tiga ratus enam miliar
tujuh ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh tujuh
ribu tujuh ratus sembilan rupiah).

Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp. 629.552.372.163,00 (enam ratus dua puluh
sembilan miliar lima ratus lima puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh dua
ribu seratus enam puluh tiga rupiah).

Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direfacanakan
sebesar Rp. 151.743.344.100,00 (seratus lima puluh satu miliag t atus
empat puluh tiga juta tiga ratus empat puluh empat ribu seratus ).
Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ay; (1) huruf d
direncanakan sebesar Rp. 14.693.450.000,00 (empat @h

ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus lima puluh rib iah).

*
Pasal 8 QQ

Anggaran belanja modal sebagaimana dima dalam Pasal 6 huruf b
direncanakan sebesar Rp. 308.924.395,5 (tiga ratus delapan miliar

sembilan ratus dua puluh empat jut; % hatus sembilan puluh lima ribu

iliar enam

lima ratus dua belas rupiah), yang térdisiates:

a. belanja modal tanah;

b. belanja modal peralatan d

c. belanja modal gedung arfgunan;

d. belanja modal jalaf, j&ringan, dan irigasi;

e. belanja modal ase&p ainnya; dan

f. belanja mod @hunya.

Belanja mod % sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanaka edar Rp. 5.345.910.000,00 (lima miliar tiga ratus empat
puluh lima# mbilan ratus sepuluh ribu rupiah).

Belanja peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huru%incanakan sebesar Rp. 96.321.416.481,00 (sembilan puluh enam
mi iga ratus dua puluh satu juta empat ratus enam belas ribu empat

Sillelapan puluh satu rupiah).
(4) nja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

()

(6)

huruf ¢ direncanakan sebesar Rp. 150.811.866.131,00 (seratus lima puluh
miliar delapan ratus sebelas juta delapan ratus enam puluh enam ribu
seratus tiga puluh satu rupiah).

Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 44.417.047.900,00 (empat puluh
empat miliar empat ratus tujuh belas juta empat puluh tujuh ribu sembilan
ratus rupiah).

Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e
direncanakan sebesar Rp. 11.843.155.000,00 (sebelas miliar delapan ratus
empat puluh tiga juta seratus lima puluh lima ribu rupiah).
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(7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f
direncanakan sebesar Rp. 185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta
rupiah).

Pasal 9

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c
direncanakan sebesar Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) yang
terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal 10

(1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasg\ fd
direncanakan sebesar Rp. 410.777.229.000,00 (empat ratus fepu h miliar

tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus dua pu %ﬂan ribu

rupiah), yang terdiri atas:

a. belanja bagi hasil; dan
b. belanja bantuan keuangan. %:

(2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada@ ruf a direncanakan
sebesar Rp. 13.661.950.000,00 (tiga belas®
satu juta sembilan ratus lima puluh rib .

(3) Belanja bantuan keuangan sebagai ‘%aksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp. 397.11 %@ 700 (tiga ratus sembilan puluh
tujuh miliar seratus lima belas ua ratus tujuh puluh sembilan ribu

rupiah). 0
\ Pasal 11
Anggaran Pembia aa@h Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar
00,(

Rp. 215.000.000.

enam ratus enam puluh

ua ratus lima belas miliar rupiah), yang terdiri atas:

a. penerimaa yaan; dan
b. pengeluir®mbiayaan.
Q Pasal 12
(@garan penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11

huruf a direncanakan sebesar Rp. 230.000.000.000,00 (dua ratus tiga
puluh miliar rupiah), yang terdiri atas:
a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya;

b. pencairan dana cadangan.
(2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.180.000.000.000,00
(seratus delapan puluh miliar rupiah).
(3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

direncanakan sebesar Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
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Pasal 13

(1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11
huruf b direncanakan sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar
rupiah), yang terdiri atas:

a. pembentukan dana cadangan.
(2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

direncanakan sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
Pasal 14

(1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanjd,daerah
mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar (Rp.215.0080, ,00)
(minus dua ratus lima belas miliar rupiah). &

(2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan peml@an terhadap
pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp.215. 000,00 (dua
ratus lima belas miliar rupiah). Q

.

Pasal 15

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperlua@sak, Pemerintah Daerah
dapat melakukan pengeluaran yang bel edia anggarannya dan/atau
pengeluaran melebihi pagu yang ditet lam peraturan daerah ini, yang
selanjutnya dimasukan dalam Peru garan Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2024.

(2) Dalam hal pengeluaran untug ai keadaan darurat dilakukan setelah
Perubahan Anggaran Pen ta an Belanja Daerah atau dalam hal
Pemerintah Daerah ti ukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah, pengelua ersebut disampaikan dalam realisasi anggaran.

(3) Keadaan darurat aithana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. bencana alam, na non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar
biasa; *
b. pelaks erasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
%arana /prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan

c. keru
p
(4) Ke & mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
tuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang
nggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;

b.” belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;

c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan
tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan
perundang-undangan; dan/atau

d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan
kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
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Pasal 16

Uraian lebih lanjut APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan
Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

2. Lampiran 1II Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah dan Organisasi;

3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan JjDaerah,
Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatarl,, K pok,

Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; \

4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Peme dn Daerah,
Organisasi, Program, Kegiatan Beser il dan Sub
Kegiatan Beserta Keluaran;

5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah ¢ Keselarasan dan
Keterpaduan Urusan Pemerint dan Fungsi Dalam
Kerangka Pengelolaan Keuang gara,;

6. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Unt uhan SPV;

7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pa MD dengan Rancangan APBD;

8. Lampiran VIII  Sinkronisasi Prograni, iatén dan Sub Kegiatan pada RKPD

dan PPAS denga gan APBD;
9. Lampiran IX Sikronisasi P rioritas Nasional dengan Program

Prioritas D ;
10. Lampiran X Daftar&a Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11. Lampiran XI Daf@ ng Daerah;
12. Lampiran XII Daita nyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;

13. Lampiran XIII , Daftat Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap

é‘ah dan Aset Lain-Lain

14. Lampiran % aftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (multi years)
15. Lampi

16. Lab%’l Daftar Pinjaman Daerah

Pasal 17

Daftar Dana Cadangan; dan

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagai landasan operasional
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
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Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten

Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal

BUPATI TULUNGAGUNG,
0\
4
MARYOTO B

Diundangkan di Tulungagung 'S
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH, Q

Drs. SUKAJI, M.Si @ b
Pembina Utama Madya
NIP. 19640119 198508 1 003 Q




KABUPATEN TULUNGAGUNG

Lampiran | : Rancangan Peraturan Daerah
Nomor :

Tanggal :

RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN
PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024

KODE URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
4 PENDAPATAN DAERAH
4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 580.520.795.608
4.1.01 Pajak Daerah
4.1.02 Retribusi Daerah
4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 424.916.753.000
4.2 PENDAPATAN TRANSFER 2.046.907.692.876
4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 1.885.541.571.352
4.2.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah ‘l 161.366.121.524
Jumlah Pendapatan 2.627.428.488.484
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI 2.102.726.863.972
5.1.01 Belanja Pegawai 1.306.737.697.709
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 629.552.372.163
5.1.05 Belanja Hibah 151.743.344.100
5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 14.693.450.000
5.2 BELANJA MODAL 308.924.395.512
5.2.01 Belanja Modal Tanah 5.345.910.000
5.2.02 Belanja Modal Peralatan sin 96.321.416.481
5.2.03 Belanja Modal Gedgng dan nan 150.811.866.131
5.2.04 Belanja Modal Jal i gaﬂ, dan Irigasi 44.417.047.900
5.2.05 Belanja Mo p Lainnya 11.843.155.000
5.2.06 Bel@gja Moda Lainnya 185.000.000
TIDAK TERDUGA 20.000.000.000
Tidak Terduga 20.000.000.000
LANJA TRANSFER 410.777.229.000
5.4.01 Belanja Bagi Hasil 13.661.950.000
5.4.02 Belanja Bantuan Keuangan 397.115.279.000
Jumlah Belanja 2.842.428.488.484
Total Surplus/(Defisit) -215.000.000.000
6 PEMBIAYAAN DAERAH
6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 230.000.000.000
6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 180.000.000.000
6.1.02 Pencairan Dana Cadangan 50.000.000.000
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KODE URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 15.000.000.000
6.2.01 Pembentukan Dana Cadangan 15.000.000.000
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 15.000.000.000
Pembiayaan Netto 215.000.000.000
6.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA) 0

Bupati

Kab. Tulungagung, ......... Y ‘
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